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GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 415 TAHUN 2022
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

Menimbang

Mengingat

IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (-fg dan Pasal 17
ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentan
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 201
tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

1. Und.emg-Unclanagl Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daer Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kega ’gbembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
%g’/é) ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dglubah engan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
’[rLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2017 tentang Belanja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72085)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor
17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 153 Tahun 2017 tentang Belanja Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022
Nomor 71009);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BESARAN TUNJANGAN
PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

Menetapkan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sebesar
Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu
rupiah) termasuk pajak per bulan; dan

b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sebesar
Rp70.400.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah)
termasuk pajak per bulan.

Biaya yang diperlukan untuk pemberian tunjangan perumahan
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta melakukan pengawasan dan pengendalian dengan
melakukan verifikasi atas kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran.

Pengelolaan anggaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dilakukan secara akuntabel sesuai dengan
peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk setiap
pengeluaran ditetapkan Standar Operasional Prosedur yang
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022

UR DAERAH KHUSUS
OTA JAKARTA,

S RASYID BASWEDAN

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta

2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta,
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